PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 112 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBI NAAN PASAR TRADI SI ONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TCKO MCDERN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

anlnbang

bahwa dengan semakin berkenbangnya usaha perdagangan eceran
dal am skala kecil dan nenengah, usaha perdagangan eceran
nodern dalam skala besar, naka pasar tradisional perlu
di ber dayakan agar dapat tunbuh dan berkenbang serasi, saling
mener | ukan, saling nenperkuat serta saling nmenguntungkan;

b. bahwa untuk nenbina pengenbangan industri dan perdagangan
barang dal am negeri serta kel ancaran distribusi barang, perlu
menberi kan pedoman bagi penyel enggaraan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko nodern, serta nornma-norna
keadi |l an, saling nenguntungkan dan tanpa tekanan dal am
hubungan antara permasok barang dengan toko nodern serta
pengenbangan kem traan dengan usaha kecil, sehingga tercipta
tertib persaingan dan Kkeseinbangan kepentingan produsen,
pemasok, toko nodern dan konsunen;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di nmaksud dal am
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia tentang Penataan dan Penbinaan Pasar
Tradi si onal, Pusat Perbel anjaan dan Toko Moder n;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik I ndonesia
Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek
St aat bl ads 1847 Nonor 23);

3. Bedrij fsregl enenterings Ordonanti e (BRO Tahun 1934
(St aat sbl ad 1938 Nonor 86);

4. Undang- Undang Nonmor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Per muki man (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1992
Nonor 23, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3469) ;

5. Undang- Undang Nonor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 116,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3502);

6. Undang- Undang Nonmor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 74, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 3611);

7. Undang- Undang Nonor 23 Tahun 1997 tentang Pengel ol aan
Li ngkungan H dup (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
1997 Nonor 68, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 3699);

8. Undang- Undang MNonor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopol i dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lenbaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nonor 33, Tanbahan Lenbaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Negara Republ ik | ndonesia Nonor 3817);

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 42,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3821);
Undang- Undang Nonor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonor 134,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4247);
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4437);
Undang- Undang Nonor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 132, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 4444);

Undang- Undang Nonor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 68,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4725);
Peraturan Penerintah Nonor 44 Tahun 1997 tentang Kem traan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 91,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3718);
Per at uran Penerintah Nonor 32 Tahun 1998 tentang Penbi naan dan
Pengenbangan Usaha Kecil (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nonor 46, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 3743);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonmor 38 Tahun 2007
tentang Penbagian Wusan Penerintahan antara Penerintah
Peneri nt ah Daer ah Pr opi nsi dan Peneri nt ah Daer ah
Kabupat en/ Kot a (Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007
Nonor 82, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4737);

MEMUTUSKAN:

Menet apkan :
PERATURAN  PRESI DEN TENTANG PENATAAN DAN  PEMBI NAAN  PASAR
TRADI SI ONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TCKO MCDERN.

1

BAB |
KETENTUAN UMM
Pasal 1
Dal am Peraturan Presiden ini yang di maksud dengan
Pasar adalah area tenpat jual beli barang dengan juniah
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat
per bel anj aan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat

per dagangan maupun sebut an | ai nnya;

Pasar Tradi si onal adal ah pasar yang di bangun dan di kel ol a ol eh
Penerintah, Penerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha MIlik
Negara dan Badan Usaha M ik Daerah ternmasuk kerjasanma dengan
swasta dengan tenpat usaha berupa toko, kios, |os dan tenda
yang dimliki/dikelola ol eh pedagang kecil, menengah, swadaya
masyar akat atau koperasi dengan usaha skal a kecil, nodal keci
dan dengan proses jual beli barang dagangan nelalui tawar
nenawar ;



10.

11.

12.

13.

(1)

Pusat Perbel anjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri
dari satu atau beberapa bangunan vyang didirikan secara
vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau di sewakan
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan
kegi at an per dagangan bar ang;

Toko adal ah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang di gunakan
untuk nmenjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual

Toko Mdern adalah toko dengan sistem pelayanan nmandiri,
menj ual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
M ni mar ket, Supernarket, Departnment Store, Hypernarket ataupun
grosir yang berbent uk Perkul akan;

Pengelola Jaringan M ninmarket adalah pelaku usaha yang
nmel akukan kegi atan usaha di bidang Mninmarket nelalui satu
kesat uan nmanaj enen dan si stem pendi stri busi an barang ke outl et
yang nerupakan j ari ngannya,

Pemasok adal ah pel aku usaha yang secara teratur nemasok barang
kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kenbali nelalui
kerj asama usaha;

Usaha Kecil adal ah kegi atan ekonom rakyat yang berskal a keci
sebagai mana di maksud dal am Undang- Undang Nonor 9 Tahun 1995
tent ang Usaha Kecil;

Kem traan adal ah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan
Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan penbi naan dan
pengenbangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan
menper hati kan prinsip saling nenerl ukan, saling nmenperkuat dan
sal ing nenguntungkan, sebagai mana di maksud dal am Peraturan
Pereri nt ah Nonor 44 Tahun 1997 tentang Kem traan;

Syarat Perdagangan (trading terns) adal ah syarat-syarat dal am
perjanjian kerjasama antara Penmasok dan Toko Mbdern/ Pengel ol a
Jaringan M ni market yang berhubungan dengan penasokan produk-
pr oduk yang di per dagangkan dalam Toko Moder n yang
ber sangkut an;

| zin Usaha Pengel ol aan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat
Per bel anjaan dan Izin Usaha Toko Mdern adalah izin untuk
dapat nel aksanakan usaha pengel ol aan Pasar Tradi sional, Pusat
Per bel anj aan dan Toko Moddern yang diterbitkan ol en Penerintah
daer ah setenpat;

Per at uran Zonasi adal ah ket ent uan-ket entuan Penerintah Daerah
setenpat yang nengatur penanfaatan ruang dan unsur-unsur
pengendal i an yang di susun untuk setiap zona peruntukan sesua
dengan rencana rinci tata ruang;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
per dagangan.

BAB | |

PENATAAN PASAR TRADI SI ONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MCDERN

Bagi an Pert ama
Penat aan Pasar Tradi si onal

Pasal 2

Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib nmengacu pada Rencana



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Tata Ruang W/I ayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang Kabupat en/ Kot a, ternmasuk Peraturan Zonasi nya.

Pendirian Pasar Tradisional wajib nenenuhi ketentuan sebaga
beri kut

a. Menper hi t ungkan kondi si  sosial ekonom nmasyarakat dan
keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Mddern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang
ada di w |l ayah yang ber sangkut an;

b. Menyedi akan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan

parkir 1 (satu) buah kendaraan roda enpat untuk setiap
100 n2 (seratus neter per segi) luas lantai penjual an
Pasar Tradi sional; dan
C. Menyedi akan fasilitas yang nenjamn Pasar Tradi sional
yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang
publ i k yang nyaman.
Penyedi aan areal parkir sebagai mana di maksud pada ayat (2)
huruf b dapat dil akukan berdasarkan kerjasanma antara pengel ol a
Pasar Tradi sional dengan pihak | ain.

Bagi an Kedua
Penat aan Pusat Perbel anj aan dan Toko Modern

Pasal 3

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Mdern wajib

mengacu pada Rencana Tata Ruang W/ ayah Kabupaten/Kota, dan

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, ternmasuk Peraturan

Zonasi nya.

Batasan luas l|antai penjualan Toko Mdern adalah sebagai

beri kut

a. M ni market, kurang dari 400 nR (enpat ratus neter per
segi ) ;

b. Supermarket, 400 n2 (enpat ratus neter per segi) sanpai
dengan 5.000 n2 (lima ribu neter per segi);

C. Hypermarket, diatas 5.000 n2 (linma ribu nmeter per segi);

d. Departnent Store, diatas 400 nR (enpat ratus neter per
segi);
e. Perkulakan diatas 5.000 n2 (lima ribu meterper segi).

Slsten1penjualan dan jenis barang dagangan Toko Mdern adal ah

sebagai beri kut :

a. M ni mar ket, Supermarket dan Hypernmarket nenjual secara
eceran barang konsunsi terutama produk rmnakanan dan
produk rumah tangga | ai nnya;

b. Departnment Store nenjual secara eceran barang konsunsi
utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan
penat aan barang berdasarkan jenis kelamn dan/atau
ti ngkat usia konsunen; dan

C. Per kul akan nenjual secara grosir barang konsunsi .
Pasal 4

Pendi ri an Pusat Perbel anjaan dan Toko Mbdern waj i b:
a. Menper hi t ungkan  kondi si sosi al ekonom masyar akat ,



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha
Menengah yang ada di w | ayah yang ber sangkut an;

b. Menper hati kan jarak antara Hypernmarket dengan Pasar
Tradi si onal yang tel ah ada sebel umya;
C. Menyedi akan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan

parkir 1 (satu) unit kendaraan roda enpat untuk setiap
60 n2 (enam pul uh nmeter per segi) luas l|lantai penjual an
Pusat Perbel anjaan dan/ atau Toko Mbdern; dan
d. Menyedi akan fasilitas yang nenjamn Pusat Perbel anjaan
dan Toko Mbdern yang bersih, sehat (hygienis), aman,
tertib dan ruang publik yang nyaman.
Penyedi aan areal parkir sebagai mana di maksud pada ayat (1)
huruf c dapat dil akukan berdasarkan kerjasanma antara pengel ol a
Pusat Perbel anj aan dan/ atau Toko Mbdern dengan pi hak | ain.
Pedoman nengenai ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b diatur |lebih |anjut oleh Menteri.

Pasal 5

Per kul akan hanya bol eh berl| okasi pada atau pada akses sistem
jaringan jalan arteri atau kolektor priner atau arter
sekunder .

Hyper mar ket dan Pusat Perbel anj aan :

a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem
jaringan jalan arteri atau kol ektor; dan
b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan |okal atau

I i ngkungan di dal am kot a/ per kot aan.
Super mar ket dan Departnent Store:

a. Tidak boleh Dberl okasi pada sistem jaringan jalan
I i ngkungan; dan
b. Ti dak bol eh berada pada kawasan pel ayanan |ingkungan di

dal am kot a/ per kot aan.
M ni mar ket bol eh berl okasi pada setiap sistemjaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan |ingkungan pada kawasan
pel ayanan |ingkungan (perunmahan) di dal am kot a/ per kot aan.
Pasar Tradi sional bol eh berlokasi pada setiap sistem jaringan
jalan, termasuk sistem jaringan jalan |okal atau jalan
I i ngkungan pada kawasan pel ayanan bagi an kot a/ kabupat en atau
| okal atau |ingkungan (perumahan) di dal am kot a/ kabupat en.
Jalan arteri adalah nerupakan jalan unum yang berfungsi
nmel ayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh,
kecepatan rata-rata tinggi, dan jum ah jalan masuk dibatasi
secara berdaya guna.
Jal an kol ekt or adal ah nerupakan jalan umum yang berfungsi
mel ayani angkutan  pengunpul atau penbagi dengan ciri
perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan
jum ah jal an masuk di bat asi .
Jalan |okal adalah nerupakan jalan unum vyang berfungsi
nmel ayani angkutan setenpat dengan ciri perjal anan jarak dekat,
kecepatan rata-rata rendah, dan jumah jalan mnasuk tidak
di bat asi .
Jal an |ingkungan adal ah nerupakan jalan unmum yang berfungs
nmel ayani angkutan |ingkungan dengan ciri perjalanan jarak
dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.



(10) Sistemjaringan jalan priner adal ah nerupakan sistem jaringan
jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa
untuk pengenbangan semua w layah ditingkat nasional, dengan
menghubungkan senua sinpul jasa distribusi yang berwjud
pusat - pusat kegi at an.

(11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah nerupakan sistem
jaringan jalan dengan peranan pel ayanan distribusi barang dan
j asa untuk nmasyarakat di dal am kawasan per kot aan.

Pasal 6

Pusat Perbel anjaan waji b nenyedi akan tenpat usaha untuk usaha keci
dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemanpuan
Usaha Kecil, atau yang dapat di manfaatkan ol eh Usaha Kecil nel al ui
kerjasanma | ai n dal amrangka kem traan

Pasal 7

(1) Jamkerja Hypermarket, Departnent Store dan Supermnarket adal ah
sebagai beri kut
a. Untuk hari Senin sanpai dengan Jumat, pukul 10.00 sanpai

dengan pukul 22.00 waktu setenpat.
b. Untuk hari Sabtu dan m nggu, pukul 10.00 sanpai dengan
pukul 23.00 waktu setenpat.

(2) Untuk hari besar keagamaan, |ibur nasional atau hari tertentu
| ai nnya, Bupati/Wali kota atau Qubernur untuk Penerintah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta dapat nenetapkan jam
kerja nel anpaui pukul 22.00 waktu setenpat.

BAB |11
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8

(1) Kerjasama usaha antara Penmasok dengan Per kul akan, Hyper nmar ket ,
Departnent  Store, Super - mar ket , dan Pengelola Jaringan
M ni mar ket di buat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa
| ndonesi a dan terhadapnya berl aku hukum | ndonesi a.

(2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagai mana di naksud pada ayat
(1) diatur syarat-syarat perdagangan, mnaka syarat-syarat
per dagangan tersebut nerupakan bagi an yang tidak terpisahkan
dari perjanjian tertulis sebagai mana di maksud pada ayat (1).

(3) Dengan tidak nengurangi prinsip kebebasan Dberkontrak,
syarat -syarat perdagangan sebagai mana di naksud pada ayat (2)
harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling nenguntungkan serta
di sepakati kedua bel ah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan
sebagai beri kut
a. Bi aya- bi aya yang dapat di kenakan kepada Penmasok adal ah

bi aya- bi aya yang berhubungan |angsung dengan penjual an
pr oduk Penmasok;

b. Pengenbangan barang Penmasok hanya dapat dil akukan
apabil a tel ah diperjanjikan di dal am kont r ak;
C. Pemasok dapat di kenakan denda apabila tidak nenenuhi

jum ah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Mdern dapat



(4)

(5)

(6)

(1)

di kenakan denda apabila tidak menenuhi penbayaran tepat
pada wakt unya;

d. penot ongan nilai tagi han Pemasok yang dikaitkan dengan
penj ual an barang di bawah harga beli dari Penmasok hanya
di ber| akukan unt uk barang dengan karakteristik tertentu;

e. Bi aya pronbsi dan biaya adm nistrasi pendaftaran barang
Pemasok ditetapkan dan di gunakan secara transparan.

Biaya yang berhubungan |angsung dengan penjualan produk

Pemasok sebagai mana di maksud pada ayat (3) huruf a, adal ah

a. Potongan harga reguler (regul er di scount), yaitu
pot ongan harga yang di berikan ol eh Pemasok kepada Toko
Modern pada setiap transaksi jual beli;

b. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan
harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern
t anpa di kai t kan dengan target penjual an;

C. Potongan harga khusus (conditional rebat e), yaitu
pot ongan harga yang diberikan ol eh Pemasok apabila Toko
Moder n dapat nencapai target penjual an;

d. Pot ongan harga pronosi (pronotion discount), vyaitu
pot ongan harga yang di berikan ol eh Pemasok kepada Toko
Modern dal am rangka kegi atan pronosi bai k yang di adakan
ol eh pemasok maupun ol eh Toko Mbdern

e. Biaya pronosi (pronotion budget), vyaitu biaya yang
di bebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk
menpr onosi kan barang Pemasok di Toko Moder n;

f. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang
di bebankan oleh Toko Mdern kepada Penmasok yang
berkaitan dengan distribusi barang Permasok ke jaringan
t oko nodern; dan/atau

g. Biaya admnistrasi pendaftaran barang (listing fee),
yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya
pencatatan barang pada Toko Mdern yang dibebankan
kepada Penasok

Barang dengan karakteristik tertentu sebagai mana di naksud pada

ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan node (old

fashi on), barang dengan nasa sinpan rendah, barang sortiran
penbel i dan barang pronosi

Perubahan jenis biaya sebagaimana dinmaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Menteri setelah nenpertinbangkan situasi dan

kondi si serta masukan dari pemangku kepenti ngan.

Pasal 9

Dal am rangka pengenbangan kem traan antara Penmasok Usaha Keci
dengan Per kul akan, Hypermarket, Departnent Store, Supernarket,
dan Pengelola Jaringan M ni narket, perjanjian kerjasama
sebagai mana di maksud dal am Pasal 8 ayat (1) dil akukan dengan
ket ent uan :

a. Tidak nenmungut biaya admnistrasi pendaftaran barang
dari Pemasok Usaha Kecil; dan

b. Penbayaran kepada Penmasok Usaha Kecil dilakukan secara
tunai , atau dengan alasan teknis tertentu dapat

di | akukan dalam jangka waktu 15 (linma belas) hari



set el ah sel uruh dokunen penagi han diterina.

(2) Penbayaran tidak secara tunai sebagai mana di naksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak
mer ugi kan Pemasok Usaha Kecil, dengan nenperhitungkan biaya
resi ko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

(1) Perkul akan, Hypermarket, Departnent Store, Supermarket, dan
Pengel ol a Jari ngan M ni market, dapat nenggunakan nerek sendiri
dengan nengut amakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha
Menengah.

(2) Penggunaan nerek Toko Mbdern sendiri sebagai mana di naksud pada
ayat (1) nengutanmakan jenis barang yang diproduksi di
| ndonesi a.

(3) Toko Mddern bertanggung jawab bahwa barang yang nenggunakan
nmerek Toko Mddern sendiri telah menenuhi ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang Hak Atas Kekayaan I ntel ektual
(HKI'), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan
per undang- undangan | ai nnya.

Pasal 11

Dal am rangka nenci ptakan hubungan Kkerjasanma yang berkeadil an,
sal i ng nmenguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko
Modern, Penerintah dan Penerintah Daerah dapat nenfasilitasi
kepenti ngan Pemasok dan Toko Mbdern dal am nerundi ngkan perjanjian
kerj asama sebagai mana di maksud dal am Pasal 9.

BAB | V
PERI ZI NAN

Pasal 12

(1) Untuk nelakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern, wajib nemliKki

a. | zin Usaha Pengel ol aan Pasar Tradisional (1UP2T) untuk
Pasar Tradi si onal .

b. | zin Usaha Pusat Perbelanjaan (1UPP) untuk Pertokoan,
Mal |, Pl asa dan Pusat Perdagangan.

e. lzin Usaha Toko Mdern (1UTM untuk M ni mar ket ,
Super nmar ket , Depart ment Store, Hyper mar ket dan
Per kul akan.

(2) [TUM untuk M nimarket diutanmakan bagi pel aku Usaha Kecil dan
Usaha Menengah set enpat.

(3) Ilzin nelakukan wusaha sebagai mana dinmaksud pada ayat (1)
diterbitkan ol eh Bupati/Wlikota dan Qubernur untuk Penerintah
Provinsi DKI Jakart a.

Pasal 13

Perm ntaan |1 UP2T, | UPP dan | UTM di | engkapi dengan
a. Studi kel ayakan termasuk analisis nengenai danpak |ingkungan,



terutama aspek sosial budaya dan danpaknya bagi pel aku
per dagangan eceran set enpat;
b. Rencana kem traan dengan Usaha Kecil.

Pasal 14

Menteri nmenbuat pedonan tata cara perizinan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 12.

BAB V
PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pernerintah dan Penerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri
maupun ber sama- sana sesuai dengan bi dang tugas masi ng- nasi ng
mel akukan penbi naan dan pengawasan Pasar Tradi sional, Pusat
Per bel anj aan dan Toko Moder n.

(2) Dalamrangka penbi naan Pasar Tradi sional, Penerintah Daerah:

a. Mengupayakan sunber-sunber alternatif pendanaan untuk
penber dayaan Pasar Tr adi si onal sesuai ket ent uan
per at uran per undang- undangan yang ber| aku;

b. Meni ngkat kan konpetensi pedagang dan pengelola Pasar
Tr adi si onal ;

C. Menprioritaskan kesenpatan nenperol eh tenpat usaha bagi

pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum
di | akukan renovasi atau rel okasi Pasar Tradi sional;
d. Mengeval uasi pengel ol aan Pasar Tradi si onal .
(3) Dalam rangka penbinaan Pusat Perbel anjaan dan Toko Mbdern,
Pereri ntah Daerah agar:

a. Menber dayakan Pusat Perbel anjaan dan Toko Modern dal am
menbi na Pasar Tradi sional ;
b. Mengawasi  pel aksanaan kemtraan sebagai mana di naksud

dal am Per aturan Presiden ini.
Pasal 16

Dal am rangka pengawasan ol eh Penerintah sebagai nana di maksud dal am
Pasal 15, atas perm ntaan Menteri maka Pusat Perbel anjaan dan Toko
Modern wajib menberikan data dan/atau informasi penjualan sesua
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

BAB Vi
SANKSI

Pasal 17

Pel anggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 dal am Perat uran
Presiden ini dapat dikenakan sanksi admnistratif secara bertahap
berupa peringatan tertulis, penbekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB VI |
KETENTUAN PERALI HAN



Pasal 18

(1) Izin Usaha yang dimliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Mbdern
sebel um ber| akunya Peraturan Presiden ini, dipersanakan dengan
| zin Usaha Pusat Perbel anjaan (1 UPP) dan/atau |zin Usaha Toko
Modern (1 UTM) berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) lzin Pengelolaan yang dimliki Pasar Tradisional sebelum
ber| akunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan |zin
Usaha Pengelolaan Pasar Tradi sional (1UP2T)  berdasarkan
Peraturan Presiden ini.

(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moddern yang
sedang dal am proses penbangunan atau sudah sel esai di bangun
namun belum nemliki izin usaha sebel um berl akunya Perat uran
Presiden ini, dianggap telah nenenuhi persyaratan |okasi dan
dapat di berikan |zin Usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(4) Pusat Perbel anjaan dan Toko Mddern yang telah nmemliki izin
| okasi yang diterbitkan Penerintah Daerah dan bel um di bangun
sebel um berl akunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib
menyesuai kan dengan ket entuan Peraturan Presiden ini.

(5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Mdern vyang telah berdiri,
beroperasi dan belum nel aksanakan program kemtraan, wajib
nmel aksanakan program kem traan dalam waktu paling |anbat 2
(dua) tahun sejak berl akunya Peraturan Presiden ini.

(6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkul akan
Hypermarket, Departnent Store, Supermarket dan Pengel ol a
Jaringan Mninmarket yang sudah ada pada saat berlakunya
Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sanpai dengan
ber akhi rnya perjanjian tersebut.

Pasal 19

Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini naka ketentuan tentang
Penat aan dan Penbi naan Pasar dan Pertokoan sebagai mana ditetapkan
dal am Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan
Menteri Dal am Negeri Nonmor 145/ MPP/ Kep/ 5/1997 dan Nonmor 57 Tahun
1997 tanggal 12 Mei 1997 dan peraturan pel aksanaannya, dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau bel um diganti
dengan yang baru berdasar kan Peraturan Presiden ini.

BAB VI 1|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desenber 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
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